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Abstrak

Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam adalah salah satu rukun nikah. Imam Syafi‟i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada. Wali adalah orang yang memiliki kekuasaan (shâhib al-sultah), Imam Hanafi membolehkan sebuah pernikahan perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri, baik yang masih perawan maupun janda. Lantas bagaimana dalam pandangan gender? Tujuan penelitian ini ingin menghadirkan ijtihad kontekstual terhadap upaya mewujudkan keadilan gender. Penelitian ini merupakan penelitian liberary reseach dengan pendekatan filosofis-kontekstualis, Tidak ada satu orang pun yang dapat menentang atau berwewenang atas pilihan perempuan, dengan ketentuan dua syarat; Pertama, sepadan (sekufu’ dengannya), Kedua, maharnya tidak kurang dari mahar mitsil. Kecuali jika pilihannya tidak sekufu’ maka wali atau orang tuanya boleh menentang dan mengajukan ke Qadhi’ (hakim), untuk membatalkan akan nikahnya. Begitu juga apabila laki-laki pilihannya itu tidak memberikan mahar mitsil, maka setidaknya orang tuanya boleh membatalkan pernikahannya.

Kata Kunci: Wali Nikah, Gender, Kesetaraan

Abstract 

Marriage guardian is one of the marriage pillars in Islamic law. According to Imam Syafi’i the marriage is void if the guardiant bride not present. There for, according to Imam Hanafi, adult woman allows to marry herself, wheter she is virgin or a widow. Than, how was a gender perspektif talking about marriage guardian. The purpose of this study is to present a contextual ijtihad to realize gender justice. This research is a library research with philosophical-contextual approach. No one can oppose or have an authority more than a person it self, provided two condition; first, its equivalent (sekufu’), second, the dowry not less than dowry mitsil. If the choice not equal, the guardian or the parent has may oppose the marriage and submit to the Qadhi (judge) to an annul the marriage. Likewise, if the man of her choice does not give the mitsil dowry, the parent also has a right to void a marriage.
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PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, karena bertujuan untuk menjaga keturunan, yang merupakan salah satu tujuan dari maqashid al-syar’iah (prinsip dasar agama), yang terdiri dari hifd al-dîn, al-nafs, al-aql, al-nasl dan al-mâl. Semua prinsip tersebut wajib dipelihara dalam kehidupan manusia. Pernikahan merupakan bagian dari pemeliharaan keturunan (al-nasl). 

Dalam membicarakan diskursus nikah, konsep perwalian merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab ia merupakan salah satu  dari syarat legal (rukun) pernikahan dalam Islam yang harus dipenuhi. Akan tetapi dikalangan para ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat tentang kedudukan wali dalam pernikahan, apakah wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi atau tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa wali merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan tanpa wali di anggap tidak sah.
 Sementara itu menurut Imam Malik bahwa persyaratan wali dalam pernikahan itu sunnah hukumnya dan bukan fardu.
Wali nikah memiliki peranan penting dalam pernikahan. Pernikahan tidaklah sah tanpa adanya wali. Oleh karena itu pengetahuan tentang wali nikah yang mencangkup syarat dan urutannya sangatlah penting. Kita harus tahu syarat wali nikah dan urutan wali nikah.  Dalam kitab-kitab fiqih selalu dikatakan bahwa nikah tidaklah sah tanpa adanya wali. Syekh Ahmad Ruslan dalam kitab zubad berkata: “Akad nikah tidak sah kecuali adanya wali nikah dan dua saksi.”
Hal senada juga disampaikan oleh Abu Syuja’. Dalam kitab Taqrib beliau berkata: “akad nikah tidak sah kecuali adanya wali nikah.” Dalil bahwa pernikahan tanpa adanya wali nikah tidak sah adalah ucapan nabi yang di riwayatkan oleh Ibn Hibban dalam kitab shohihnya dengan redaksi sebagai berikut: “tidak ada nikah kecuali adanya wali dan dua saksi. Pernikahan tanpa wali dan dua saksi maka pernikahannya batil (baca: tidak sah).” Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzdi dikatakan bahwa Rosululloh sholallohu alaihi wassalam bersabda: “tidak ada nikah kecuali adanya wali.

Sedangkan menurut pendapat Hanafi, Za’far, al-Sya’biy dan Zuhry bahwa pernikahan itu harus dibedakan antara dua orang yang se-kufu’ dan tidak. Apabila pernikahan itu terjadi antara dua orang yang se-kufu’ maka pernikahan itu di anggap sah tanpa adanya wali, akan tetapi jika sebaliknya maka tidak sah. 
 Dalam riwayat lain, Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa seorang wanita yang sudah sampai umur, baik gadis maupun janda dapat melangsungkan pernikahan, tapi disunahkan baginya untuk mewakilkan pernikahan kepada walinya agar terpelihara dari anggapan yang kurang baik, karena akan dihadiri oleh wali yang bukan mahramnya.

Mengacu dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali oleh para ulama masih terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan dalam memposisikan wali nikah sebagai rukun nikah secara mutlak, keberadaan wali bukan sebagai syarat rukun apabila kedua mempelai adalah orang yang se-kufu’, keberadaan wali merupakan syarat mutlak bagi perempuan yang masih gadis dan keberadaan wali merupakan sesuatu yang sunnah saja.
Melihat perbedaan pendapat yang beredar dikalangan ulama, maka perlu dilakukan kajian yang komprehensif tentang bagaimana mewujudkan regulasi wali nikah yang bernilai kesetaraan gender khususnya di Indonesia. Perbedaan kondisi social di wilayah dimana syariat tersebut diturunkan yaitu di Arab tentunya memiliki keadaan yang berbeda dengan Indonesia. Maka perlu dikaji kembali aturan mengenai wali nikah yang selama ini diterapkan di Indonesia.
TINJAUAN PUSTAKA
Kajian pustaka atau penelitian terdahulu adalah momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaanya yang ekstetif terhadap liberatul-liberatul yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini di maksudkan agar peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan konstribusi akademik dari penelitiannya dalam konteks dan waktu dan tempat tertentu.
 Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai wali nikah antara lain:

Ressi Susant, dkk
, dalam penelitiannya yang berjudul Membangun Kesetaraan Gender Tentang Wali Nikah Dan Saksi Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Maqashid al-Syari’ah Approach) menyimpulkan bahwa dalam hal wali nikah, ia termasuk ke dalam unsur primer di dalam maqashid al-syari’ah berupa menjaga kehormatan (hifzh al-’irdh), dan karena konteks menjaga kehormatan yang diterapkan di wilayah Arab dengan Indonesia memiliki perbedaan yang sangat signifikan, maka perubahan hukum menjadi acuan utama dalam menegakkan kesetaraan gender. Penelitian ini menjadi dasar utama peneliti dalam merumuskan sebuah konsep dan wacana kajian tentang bagaimana mewujudkan kesetaraan gender dalam permasalahan wali nikah.
Agung Tri Nugroho,
 dalam penelitiannya yang berjudul Rekonseptualisasi Otoritas Perwalian Nikah Di Indonesia menyimpulkan bahwa perlu  adanya rekronstruksi  tentang  undang-undang  pernikahan  terkait  dengan  persoalan  wali dalam pernikahan jika dikaji dengan pendekatan maqosid syari’ah dan gender. Namun sama dengan penelitian Ressi Susanti, penelitian Agung belum memunculkan formula yang diajukan dalam penelitiannya. Kajian yang dilakukan Agung berhenti pada kajian mengenai pentingnya merekonseptualisasi perwalian nikah di Indonesia. Maka penelitian ini akan melengkapi kedua penelitian sebelumnya dengan memberikan analisis dan langkah alternatif yang bisa dijadikan acuan untuk mengkaji perwalian nikah yang bermuatan kesetaraan gender.
Irta Pahlawanti,
 dalam skripsi yang berjudul Kedudukan Wali Nikah Dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Fiqih Empat Mazhab), Irta dalam skripsinya menjelaskan secara deskriptif mengenai bagaimana 4 mazhab memandang mengenai wali nikah disertai dengan kondisi social yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tersebut. Hasil skripsi Irta berperan sangat dominan dalam penulisan penelitian ini, karena dijadikan acuan utama dalam merumuskan formulasi konsep eprwalian nikah yang berperspektif gender.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian Pustaka (Library research), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.
 Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari kajian terhadap sumber rujukan yang original yaitu al-Quran, hadits, dan kitab al fihku ala madzahibil arba’ah.  Sedangkan data sekunder diperoleh melalu analisis dari buku, dan penelitian sebelumnya.

Teknik analisis data menggunakan metode deduktif
 yaitu menganalisa data tentang wali nikah secara umum baik dari sumber primer maupun sekunder kemudian ditarik untuk menjadi kesimpulan dengan mengkaji melalui perspektif gender.

PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN 
Istilah wali merupakan derivatif dari kata dasar  al-wilâyah, yang mempunyai makna etimologi lebih dari satu. Pertama, al-wilâyah bisa berarti cinta kasih (al-mahabbah) dan pertolongan (al-nasrah)
 sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Taubah ayat 71 dan al-Maidah ayat 56.
 Selain pengertian diatas, al-wilâyah juga bisa berarti al-sultah wa al-qudrah. Kekuasaan dan kemampuan. Sedangkan secara etimologi, Wali adalah orang yang memiliki kekuasaan (shâhib al-sultah), sedangkan dalam istilah fiqh sendiri, wali adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan tasharuf tanpa tergantung kepada orang lain.

Menurut Abdullah Kelib wali dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah kewaliannya. Sehingga perkawinannya tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria.

Imam Maliki dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali.
 Dasar hukum wali nikah diantaranya surat al-Baqarah: 232. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni yang artinya: “Janganlah menikahkan seorang perempuan akan perempuan lain, dan jangan pula menikahkan seorang perempuan dengan dirinya sendiri”. Hadis riwayat Ahmad dan al-Arba’ah dan Abu Hurairah melalui sabdanya Rasulullah yang artinya: “tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya seorang wali nikah”.
Hadis riwayat al-Arba’ah kecuali al-Nasa’i dari Aisyah, rasul bersabda: “Perempuan yang nikah tanpa wali maka nikahnya menjadi batal. Jika suaminya mengumpulinya, maka perempuan ini berhak menerima mahar karena suaminya telah mengambil kehalalan farjinya. Jika mereka itu tersengketa, maka penguasalah yang menjadi wali wanita yang tidak ada walinya”.
Hadis Aisyah,  Dari Aisyah ra. Berkata: Rasulullah SAW berkata: “Siapa saja wanita yang menikah tanpa ijin walinya, maka pernikahannya batal; jika di (suami) sudah berhubungan badan dengannya, maka ia berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan dari dihalalkannya farajnya;dan jika mereka berselisih, maka sultan (penguasa/hakim yang mewakilinya)”.
 Hadis Abu Musa al-Asyari, Dari Abu Musa al-Asyari berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali”.

Syarat wali nikah sebagaimana dijelaskan dalam fikih adalah: Pertama,  Islam al-Qur’an surat al-Ma’idah: 51
  Kedua,  Akil, tidaklah sah akad nikah yang dilakukan oleh orang gila, yang hilang akalnya, dan orang yang mabuk. Karena orang yang hilang akalnya tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sebagaimana ia dapat memberikan manfaat bagi orang lain, dan termasuk orang yang hilang akalnya adalah anak kecil yang belum mumayyiz dan orang tua yang lemah akal/ingatannya (fikirannya).
Ketiga, Baligh, tidaklah sah akad nikah yang mana anak kecil (belum baligh)yang menjadi wali karenaketidak mampuannya. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama diantaranya adalah Ats-Tsaury, Asy-Syafi’i, Ishaq, Ibnu Al-Mundzir, Abu Tsaur, dan salah satu riwayat dari Ahmad. Dan dalam riwayat lain dari Ahmad mengatakan bahwa jika anak telah berumur 10 tahun maka dia bisa menikahkan, menikah dan mentalak. Dan perkataan yang pertama (tidak sah anak kecil menjadi wali) adalah perkataan yang lebih kuat dan digunakan dalam fatwa-fatwa di Madzhab Hambali. Ibnu Qudamah berkata dalam al-Mughni: anak kecil membutuhkan seorang wali (dalam berbagai hal) karena dia belum mjumpuni. Dia tidak bisa menjadi wali bagi orang lain.
Syarat wali dalam KHI pasal 20 adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balig. “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhu syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.

Para ulama berselisih pendapat mengenai masalah, apakah wali tersebut sebagai syarat sahnya suatu perkawinan atau bukan. Mereka terbagi kedalam dua kelompok:

1. Kelompok pertama, mengatakan wajibnya kehadiran wali dalam perkawinan. Kelompok ini dipelopori ulama-ulama Syafi’iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, melalui dalil-dalil dibawah ini:  “Tidak ada nikah kecuali dengan wali.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 

Hadis riwayat Az-Zuhri dari Siti Aisyah: “Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan itu batal.”
Sebuah hadis lain dari Abu Hurairah menjelaskan masalah ini: “Janganlah seorang wanita mengawinkan wanita lain dan jangan pula seorang wanita mengawinkan dirinya.” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).

Hadis-hadis tersebut menjelaskan wajibnya kehadiran wali, karena wanita tidak berhak mengawinkan dirinya. Ketiadaaan wali menyebabkan batalnya perkawinan. Untuk lebih menguatkan argumen diatas, dalil menajukan alasan lain: ‘Apabila wali-wali itu berselisih, maka sultan bertindak sebagai wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Dariquthni)
Memahami hadis tersebut diatas, para pendukung wajibnya wali mengatakan, seandainya wali bukanlah syarat sahnya perkawinan, tidak perlu ada penggantinya yang dalam hal ini adalah hakim. Jadi, adanya pengganti wali dalam hal ketiadaannya  menunjukkan ada kewajiban adanya wali. Pendapat ini diikuti sebagian besar umat Islam, terutama di Indonesia.
2. Kelompok kedua, mengatakan bahwa wali bukanlah merupakan persyaratan sahnya perkawinan bagi janda. Oleh sebab itu, seorang  janda dapat mengawinkan dirinya tanpa adanya wali. Dikemukakan dalil: “Janda-janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya, sedangkan gadis dimintai izinnya. Izinya adalah diamnya.” (HR. Bukhari) 

 
Kelompok ini membagi wanita dalam hubungannya denganwali menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan syarat perkawinan, sedangkan gadispun, kedudukan wali hanya dimintai izin saja. Menurut pendapat ini, janda lebih mengetahui banyak hal dari pada gadis. Oleh sebab itu, ia tidak memerlukan wali sebab dia telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri, dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya), termasulk mengawinkan dirinya. Kelompok ini dipeloporo oleh Hanafiyah dan Zhahiriyyah.

Penulis berpendirian bahwa wali itu wajib sifatnya, sangat urgen bila menyangkut masalah yang sangat prinsipil, yaitu kelangsungan perkawinan. Masalahnya perkawinan itu bukan hanya menyangkut pribadi wanita, tetapi juga kaum kerabat dan keluarganya yang terlibat dan bertanggunng jawab karena nasabnya.

Di samping itu, perkawinan menyankut ibadah dan mayoritas. Jadi, dilaksanakan seteliti mungkin guna menghindari penyalahgunaan wewenang, apalagi mengingat kondisi wanita pada umumnya serta menghindari penipuan dari lawan jenisnya yang pada gilirannnya akan merugikan wanita itu sendiri serta melonggarkan sendi-sendi moral yang menjadi ciri khas Islam. Jadi, ketiadaan wali mengandung banyak resiko, kemadaratan. Sebaliknya, keberadaannya banyak mendatangkan manfaat. 

Undang-undang No. 1/1979 tentang perkawinan, yang berlaku sejak 1 April 1975, yaitu sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI. No. 9/1975, mengemukakan beberapa prinsip yang pada pokoknya menjamin dan mengantarkan tercapainya cita-cita luhur perkawinan itu sendiri. Salah satu prinsip yang sangat erat kaitannnya dengan masalah ini ialah Prinsip Partisipasi Keluarga. Pada intinya perkawinan adalah sesuatu yang penting bagi seseorang, karena dia measuki dunia baru, membentuk suatu unit keluarga terkecil sebagai bagian suatu bangsa yang besar yang relijius dan kekeluargaan seperti bangsa Indonesia.
 

Sangat tepat kalau peristiwa itu melibatkan keluarga, terutama wali. Berbeda dengan masyarakat barat yang sudah “modern”, peristiwa perkawinan relatif hanya melibatkan mereka yang menikah saja. Jadi, lebih bersifat individual.  Dalam masyarakat adat atau masyarakat yang bersifat kekeluargaan atau masyarakat yang hubungan kekeluargaannya masih kuat, keberadaan wali masih sangat dibutuhkan. Menafikan keluarga dalam masalah perkawinan bukan saja bertentangan, tetapi juga akan terasa janggal dan tidak lazin dilakukan.

Di Indonesia yang pada umumnya pengikut madzhab Syafi’i, wali menjadi syarat sekaligus rukun dari sebuah perkawinan. Seperti tercermin dalam pasal-pasal (KHI), yaitu pasal 14, 19 sampai 23. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam KHI, bab 4 tentang rukun dan syarat perkawinan.

Hal yang menarik dalam ketentuan wali menurut KHI adalah KHI tidak membenarkan adanya perkawinan yang dipaksakan bagi gadis yang masih kecil, yang menurut sementara ulama dibolehkan karena diantara wali-wali itu ada yang mempunyai hak ijbar, hak memaksa, seperti yang dikemukakan Imam Syafi’i. Walaupun Imam Syafi’i sendiri mensyaratkan pemaksaan harus diusahakan dengan mendekati keseimbangan derajat sehingga tidak asal paksa.

Namun demikian, upaya si wali untuk memaksakan perkawinan putrinya tetaplah bersifat subjektif, hanya dari sudut pandang si wali saja. Adapun pandangan si gadis belum tentu sama dengan penilaian orang tuanya. Oleh karena itu, kalaupun ia bersedia dikawinkan, hal tersebut karena ia takut terhadap orang tua serta ketidaksanggupannnya memilih untuk memilih pandangan hidupnya.

Menurut Hukum Islam peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama Islam. Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 19 KHI. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan didalam rumah tangga perkawinannya, dan dengan terpenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun perkawinan dan yang tidak kalah penting adalah adanya izin dan restu dari wali nasab, terutama ayah sebelum perkawinan dilaksanakan akan memberikan pengaruh aspek psikologis bagi kelangsungan dan ketentraman rumah tangga perkawinan anak gadisnya. Adapun hambatan-hambatan yang timbul dalam dalam pelaksanaan perwalian perkawinan adalah faktor pendidikan agama, menikah dengan menggunakan wali seorang ustadz, keegoisan orang tua.

Oleh karena itu sesuai dengan salah satu prinsip UU No. 1/ 1974, yaitu asas sukarela atau kerelaan kedua calon untuk melakukan perkawinan, maka kompilasi tidak membenarkan adanya unsur paksaan. Seperti kita lihat dalam pasal 7 ayat (2) KHI yang berbunyi, “bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinani itu tidak dapat dilaksanakan.”
 Ini sekaligus menegaskah bahwa kompilasi tidak mengenal kelebihan hak ijbar atau hak paksa seperti yang dikemukakan Imam Syafi’i.

Bahkan, Rasulullah SAW. telah memberi peringatan dalam masalah ini melalui hadis Ibnu Abbas: “Seorang  gadis datang kepada Nabi SAW. dan mengadu bahwa bapaknya telah mengawinkan dirinya padahal dia sendiri benci, maka Rasulullah SAW. menyuruhnya untuk memilih.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah) 

Dalam teks-teks hadis kadang terkesan memberikan kedudukan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam bidang perkawinan misalnya, wali yang merupakan syarat perkawinan dibedakan paling tidak dua hal ; dalam hal perkawinan perempuan harus memakai wali, wali terdiri dari kaum laki-laki sedangkan perempuan tidak bisa menjadi wali. Dalam kehidupan sosial, hampir semua madzhab fiqh memandang perempuan sebagai makhluk yang harganya hanya setengah harga laki-laki, misalnya dalam hal kesaksian, harga kesaksian dua orang perempuan sama dengan harga kesaksian seorang laki-laki. Di antara penyebab timpangnya hubungan laki-laki dan perempuan yang berujung pada ketidakadilan terhadap perempuan ini antara lain mitos-mitos yang disebarluaskan melalui nilai-nilai dan tafsir-tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum laki-laki, yang melemahkan kaum perempuan. Untuk itu agar tercapai konsep ideal Islam maka, perlu adanya pembacaan kembali sehingga konsep pembumian nilai-nilai yang diidealkan Tuhan tercapai titik temunya untuk kemanusiaan yang universal.
1. Pembagian wali

Ulama hanafiyah membagi perwalian menjadi tiga, yaitu al-wilayah ‘ala al-nafs (perwalian atas jiwa), al-wilayah ‘ala al-mal (perwalian atas harta) dan al-wilayah ‘ala al-nafs wa al-mal ma’an (perwaliannya atas jiwa dan harta secara bersama-sama).

Al-wilayah ‘ala al-nafs, kekuasaannya meliputi urusan-urusan kepribadian (shakhsiyah), seperti mengawinkan, mengajar, yang dalam hal ini kekuasaannya dimiliki oleh ayah dan kakek. Sedangkan kekuasaan atas harta (al-wilayah ‘ala al-mal),  yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan atas harata benda, seperti mengembangkan harta, men-tasarrufkan, menjaga serta membelanjakan. Kekuasaan ini juga milik ayah dan kakek atau orang yang diberi wasiat oleh mereka berdua. Sedangkan al-wilayah ‘ala al-nafs wa al-mal ma’an, dalam hal ini pun kekuasaannya juga di miliki oleh bapak dan kakek.
 Akan tetapi pembahasan kita kali ini akan di fokuskan kepada al-wilayah ‘ala al-nafs, yaitu perwalian atas jiwa atau personal yang berkaitan dengan perwalian dalam pernikahan.
Imam Malik berpendapat bahwa jenis perwalian menjadi dua; khassah dan ‘ammah. Perwalian khusus adalah perwalian yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, seperti bapak, kakek, maupun pemimpin negara. Sedangkan perwalian umum adalah perwalian yang disebabkan oleh satu hal, yakni keislaman. Perwalian ini dimiliki oleh setiap laki-laki muslim.
 Gambaran paling jelas tentang aplikasi perwalian umum ini jika ada perempuan yang ingin menikah, sedangkan ia tidak mempunyai ayah atau keluarga lainnya, atau ia seorang dani’ah, tidak cantik, miskin atau bahkan tuna nasab, maka laki-laki muslim wajib menikahkan perempuan tersebut.

Menurut Imam Syafi’i, konsep perwalian ada dua, yakni wilayah ijbariyah dan ikhtiyyar. Wali mujbir, adalah seorang wali yang memiliki hak penuh untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa ijin dari perempuan itu, mestipun perempuan itu masih di bawah umur. Kekuasaan ijbar ini hanya di miliki oleh ayah dan kakek dari garis ayah apabila sudah tidak mempunyai bapak. Sedangkan wali ikhtiyar, adalah wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa. Adanya konsep wali mujbir inikemudian menimbulkan berbagai konsep dan kritik, terutama dari kalangan feminis, gender yang berpendapat bahwa konsep wali mujbir dalam fiqh, merupakan bentuk ketidak adilan, diskriminasi dan sikap otoriter (tidak demokratis) terhadap perempuan yang harus direkontruksi atau bahkan di dekontruksi.

Ulama Hanabilah, jangan menawarkan konsep yang tidak perlu jauh berbeda dengan konsep perwalian yang dikemukakan oleh Iman madhab lainnya. Ibn Hanbal menyatakan bahwa perwalian ijbar adalah milik bapak. Apabila tidak ada bapak, posisi bapak bis digantikan oleh hakim.
 Pendapat Ibn Hanbal ini senada dengan pendapat Imam Malik yang tidak memasukkan kakek dalam katagori wali mujbir. Perwalian ikhtiar, beliau juga berlendapat dengan Imam madhab yang lain, bahwa perwalian ikhtiar ini dimiliki oleh semua wali.

Adapun wali dalam pernikahan ada tiga macam yaitu:
1. Wali Nasab

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas–secara tertib–dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi’i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris yang diambil dari garis ayah, bukan garis ibu. Lebih jauh, Imam Syafi’i mengatakan tertib wali sebagai berikut; 1) Ayah, 2) Datuk, ayah dari ayah, 3) Saudara laki-laki seibu sebapak atau sebapak saja, 4) Saudara laki-laki ayah, paman, 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak atau bila tidak ada sebapak saja, 6) Anak laki-laki dari yang tersebut dalam poin 4, 7) Paman dari bapak (adik dari kakak), 8) Anak laki-laki dari poin 7, 9) Paman dari kakek, 10) Anak laki-laki dari poin 9, 11) Hakim.

Diantara wali-wali itu ada yang dominan, yaitu ayah dan kakek. Menurut Imam Syafi’i, mereka dapat melaksanakan perkawinan kepada putrinya yang masih gadis tanpa persetujuan yang bersangkutan. Orang yang mempunyai hak paksa atau hak ijbar itu disebut wali mujbir. Pemberian hak istimewa bagi wali mujbir ini bukanlah tanpa batas dan persyaratan tertentu agar tidak melanggar hak asasi si gadis tadi. Dasar pertimbangan wali mujbir menurut dia adalah kemaslahatan putri yang akan dipaksakan. Artinya, dia harus yakin bahwa jodoh yang dipaksakan itu tidak akan menimbulkan masalah bagi putrinya bahkan akan mendatangkan maslahat bagi putrinya. 
Oleh karena itu, hak ijbar dari wali mujbir tadi gugur, kalau ternyata; 1) Tiadanya kesepadanan antar mempelai laki-laki dengan gadis yang dipaksakan perkawinannya. 2) Adanya pertentangan antara kedua orang yang akan dipaksakan atau adanya perselisihan antara calon mempelai. 3) Adanya perselisihan antara mempelai perempuan dengan wali mujbir yang dinikahkan.
Memang selayaknya bila wali yang paling dekat atau wali aqrab itu mempunyai kelebihan dengan hak ijbarnya. Hal ini karena ia lebih mengetahui banyak hal dari wali yang lain, disamping dia sangat memperhatikan masa depan anaknya. Walaupun tampaknya sebagai pemaksaan, hak ijbar pada hakikatnya sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan si gadis itu sendiri. Walaupun demikian, secara yuridis pendapat ini kurang relevan dan hanya berdasarkan kepatuhan.
Menurut pendapat ini si wali mujbir karena pertimbangan kemaslahatan dapat mencegah, mengahalangi perkawinan putrinya dengan calon pilihannnya. Umpamanya saja calon yang dipilih putrinya, mempunyai cacat, baik lahir maupun akhlak, cacat moral, sehingga dikhawatirkan akan berakibat buruk terhadap perkawinannya nanti, dan hilangnya kemaslahatan baginya.

Mengenai wali nasab juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21-22.
 Undan-undang perkawinan tahun 1974 juga mengatur tentang wali dalam pernikahan yaitu dalam pasal 107-112.

2. Wali Hakim

Mengenai wali yang enggan mengawinkan anaknya, padahal tidak memiliki alasan yang diterima, si wanita dapat mengajukannya kepada hakim.
 Dengan demikian, hak kewaliannya tidak jatuh kepada wali-wali yang urutannya di bawahnya, tetapi langsung kepada hakim. Wali yang enggan mengawinkan anak dibawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang dapat diterima dinamai dengan wali adhal, atau wali yang zdalim. Hal ini pada prinsipnya para wali tidak boleh menghalangi perkawinan anak dibawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang prinsipil, tidak boleh mencegah kalau sesuatunya memang normal, dan tidak boleh menyakiti anak dibawah perwaliannya. Dalam hal ini, para ulama sependapat.
 
Dijelaskan dalam Kompilasi tentang wali hakim yaitu dalam pasal 23 (1-2).“Wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam KHI pasal 20 (2) disebutkan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

3. Wali Mahakkam/ Tahkim

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan mereka. Apabila nikah yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, namun dalam daerah tersebut tidak ada wali hakimnya (atau wali hakimnya menuntut imbalan yang tidak lazim), maka akad nikah bisa dilaksanakan dengan menggunakan wali muhakkam.

al-Nawawi mengutip pernyataan al-Mawardi mengatakan, seorang wanita (mau menikah) yang tidak disertai waliya dan berada dalam satu daerah yang tidak ada wali hakimnya, maka ada tiga alternatif yang boleh diambil, yaitu:

a). Tidak boleh menikah.

b). Menikahkan dirinya sendiri, karena termasuk dharurat.

c). Menyerahkan perkaranya kepada seorang laki-laki untuk menikahkan (wali tahkim).

HIKMAH ADANYA WALI DALAM PERNIKAHAN
Sudah sepatutnya seorang anak yang telah dewasa dan hendak melangsungkan pernikahan  haruslah mendapatkan ijin serta do’a restu dari orang tuanya dan tidak begitu saja dalam pernikahan. Oleh karena itu, pernyataan penyerahan mempelai wanita kepada mempelai pria yang diucapkan oleh ayah dan kedudukannya sebagai wali nikah dalam pelaksanaan ijab qobul dapat dilambangkan sebagai akhir tugas yang berhasil dari orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan materiil dan spirituil anak gadisnya hingga dewasa dan siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga sendiri. Dan dengan selesainya ijab qobul tersebut maka saat itu jugalah orang tua sudah beralih kepada suaminya.
Diriwayatkan hadis Nabi dari Ibnu Abbas Bahwasannya Nabi bersabda: “Wanita janda itu lebih berhak tentang dirinya daripada walinya, dan wanita gadis dimintai ijin, dan ijinnya adalah diamnya”.

Berarti adalah antara wali dan anak gadisnya sama-sama punya hak, wali punya hak untuk merestui dan hak dalam akad dan anak juga mempunyai hak yaitu ijin dan keridhaannya. Dengan itu dapat kita padukan antara keduanya, yakni sang anak lebih berhak dalam masalah ijin dan tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dalam pernikahan.

Pasca akad akan timbul suatu hubungan timbal balik antara suami istri, dimana sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai satu pasangan yang sudah yang mengikatkan dirinya dalam ikatan melalui lembaga yang sah. Keadaan ini jelas berbeda dengan keadaan sebelum dilangsungkan perkawinan, yang bebas tanpa adanya ikatan dan tanggung jawab terhadap pasangannya.
Maka bagi gadis yang hendak menikah membentuk rumah tangga bersama calon suaminya, ia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan batin dengan oreang tuanya dan membentuk rumah tangga sendiri tanpa ijin serta restu orang tua, ia membutuhkan dorongan batin untuk memulai kehidupan baru sebagai istri dari suaminya. Sehingga seorang istri akan lebih siap untuk berlepas diri dari orang tuanya  dan memulai berumah tangga dengan suami dan keluarga barunya. Begitu pula bagi pihak suami, ia akan merasa bahwa orang tua dari istrinya telah menyerahkan anaknya tersebut sepenuhnya dengan penuh percaya. Hal ini akan menimbulkan rasa percaya diri sendiri dan tanggung jawab besar untuk bertindak sebagai suami yang bijaksana dan penuh pengertian. Hal-hal seperti inilah yang dapat mendorong tercapainya tujuan pernukahan serta terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya perkawinan. Sehingga setiap kali apabila ada seorang perempuan mrnikah, maka laki-lakilah yang menjadi walinga yaitu orang tuanya perempuan. Baik yang menikah itu gadis atau janda. Karena memang redaksi pada hadis Nabu muhammad saw, mengatakah wali yang secara kelamin adalah laki-laki dan bukan waliyah yaitu perempuan.
Pendapat para imam Madzhab pada umumnya memang berbeda dengan pendapat Imam Hanafi yang membolehkan sebuah pernikahan seorang perempuan yang telah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri, baik yang masih perawan maupun janda. Tidak ada satu orang pun yang dapat menentang atau berwewenang atas pilihannya, dengan ketentuan dua syarat; Pertama, sepadan (sekufu’ idengannya), Kedua, maharnya tidak kurang dari mahar mitsil. Kecuali jika pilihannya tidak sekufu’ maka wali atau orang tuanya boleh menentang dan mengajukan ke Qadhi’ (hakim), untuk membatalkan akan nikahnya. Begitu juga apabila laki-laki pilihannya itu tidak memberikan mahar mitsil, maka setidaknya orang tuanya boleh membatalkan pernikahannya.
Sebagaimana dikatakan dalam hadist Rasulullah saw; “Dari Aisyah ra., Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasalam bersabda: “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seijin walinya, maka batallah nikahnya”. Kata imra’ah disini mengandung dua pengertian, budak dan merdeka. Dalam pemahaman para feminis, bahwa imra’ah yang dimaksud cenderung pada budak perempuan, artinya ketika budak perempuan menikah harus adanya wali dan tidak perempuan pada umumnya. Perempuan (imra’ah) yang dimaksud juga berlaku umu, baik budak perempuan, perempuan merdeka, janda, dewasa, anak-anak, wanita terhormat dan pelacur, semuanya adalah imra’ah secara umum.
Adapun keterangan surat al-Nur ayat 32 dan al-baqarah ayat 221, secara umum tidak pernah menyinggung keterlibatan perempuan menjadi wali, adapun terkait dengan laki-laki yang harus menjadi wali memang terkait erat dengan budaya masyarakat Arab pada saat itu yang cenderung patrilineal. Terkait kontekstualisasi ayat tersebut dengan melihat kebolehan perempuan menjadi pemimpin, maka juga sekiranya ada reintepretasi terhadap penafsiran klasik. Penafsirkan yang ditawarkan adalah bahwa perempuan tidak hanya dapat mengawinkan dirinya sendiri, melainkan juga dapat menjadi wali dalam pernikahan.
Namun demikian, terkait pendapat yang mengatakan bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, maupun menjadi wali bagi putrinya, juga harus dikontekstualkan dengan psikis-sosiologis masyarakat indonesia yang masih cenderung memantabkan laki-laki yang menjadi wali dalam pernikahan, dan kebolehan tersebut lebih bersifat dinamis, kontektualis serta emergency exit, jika memang pada konteks tertentu tidak ada lagi seorang laki-laki yaitu ayahnya maka baru diperbolehkan, dengan alasan bahwa ibu itulah yang paling tahu dan paham terhadap anak perempuannya.
KESIMPULAN
Wali adalah orang yang memiliki kekuasaan (shâhib al-sultah), sedangkan dalam istilah fiqh sendiri, wali adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan tasharuf tanpa tergantung kepada orang lain. Sebagai negara yang condong pada mazhab syafii, maka pengaturan regulasi perwalian nikah di Indonesia menggunakan pendapat syafii. Namun demikian, keadaan social khususnya perempuan di Indonesia yang berbeda dengan konteks arab seharusnya memunculkan konsekwensi hukum yang berbeda pula. Merubah ke mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan wali nikah bagi perempuan secara keseluruhan juga dinilai kurang tepat karena dasar hukum lainnya mengacu kepada syafii. Maka jalan tengahnya adalah tetap memberikan wewenang pada perempuan untuk menentukan sendiri kewalian dalam pernikahannya sesuai dengan pendapat Hanafi namun dengan syarat sepadan atau sekufu’, dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil. Jika ternyata pilihan perempuan tidak sekufu’ dan tidak memberikan mahar mitsil maka wali atau orang tuanya boleh menentang dan mengajukan ke Qadhi’ (hakim), untuk membatalkan akan nikahnya. 
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